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Abstrak : Sebagai Wajib Pajak berbentuk badan, PT. Citra Karya Sejati Palembang yang bergerak di
bidang jasa tenaga kerja memiliki tanggung jawab untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan
pajak terutang yang berhubungan dengan perusahaan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 yang
berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan menuntut adanya sebuah penyesuaian karena adanya
perbedaan.
Perbedaan yang ada antara lain perbedaan pengakuan pendapatan, biaya, dan adanya penyusutan
aktiva tetap. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan, menjelaskan, serta menghitung
perbedaan tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan
yang ada dengan melakukan sebuah rekonsiliasi fiskal.
Maka dapat disimpulkan dari penelitian yang dilakukan adalah pelaksanaan pajak yang
dilakukan oleh PT. Citra Karya Sejati belum maksimal dalam mengoreksi laporan keuangan komersial
yang dimiliki berdasarkan pajak. Dari nilai kurang bayar yang telah dilaporkan perusahaan untuk tahun
2011 sebesar Rp 176.614.600, setelah dikoreksi fiskal masih terdapat nilai kurang bayar yang harus
dibayarkan kembali oleh perusahaan sebesar Rp 68.256.100.
Kata kunci : Laporan Keuangan Komersial, Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Terutang, dan Laporan Keuangan
Fiskal.
Abstract : As a corporation tax payer, PT. Citra Karya Sejati that be active in labor service has a
responsibility to count, deposit, and to inform the tax due based on the income of the company. The
income tax provision 29 that connected by the commercial financial statement insist the adjustment
because of the differences.
The contrast between the accounting standard and the tax rules namely the admission of
revenue, cost, and depreciation of assets. So the goal of this research is to explain, define, and to count
the different to produce the financial statement which is suitable at the rules of tax with doing a
reconciliation of fiscal.
The conclusion is tax obligation that is done by PT. Citra Karya Sejati not yet do a maximal
thing in coreccting the financial statement based on the tax law. From the underpaid tax that has been
reported by the company at 2011 in the amount of RP 176.614.600, after the fiscal adjustment, there still
an underpaid tax that must be paid by the company for RP 68.256.100.
Key word : commercial financial statement, reconciliation of fiscal, tax due, and fiscal financial
statement.
1. PENDAHULUAN
Apa yang anda bayangkan ketika
mendengar kata pajak? Sebagian orang
awam akan takut untuk menghadapinya
karena berbagai informasi dan berita
mengenai pajak dapat membuat orang
berpikir dua kali untuk tidak peduli ataupun
was–was dalam pelaksanaannya.
Pada sebuah badan usaha, aspek
pajak yang harus dipenuhi antara lain Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dll.
Tentu saja besarnya pajak perusahaan yang
dibayar tersebut tidak sembarangan. Ada
ketentuan serta tarif yang harus dipatuhi
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Pada perusahaan, besar kecilnya
pajak penghasilan ditentukan dari laporan
laba rugi yang berpedoman pada Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang -
Undang Perpajakan.
Terdapat perbedaan pada
pengakuan  pendapatan, biaya, dan
perhitungan penyusutan aktiva yang
membutuhkan sebuah penyesuaian bagi
kepentingan pajak. Tetapi tidak
diperbolehkan adanya embukuan ganda,
karena dianggap melakukan manipulasi
sebagai salah satu upaya pengelakan diri
terhadap pajak (Tax Evasion).
Laporan keuangan yang dikoreksi
adalah laporan keuangan dari sebuah
perusahaan yang bergerak di bidang jasa
tenaga kerja, yaitu PT. Citra Karya Sejati
dimana banyak biaya pribadi dan biaya
entertain yang dikeluarkan perusahaan.
Tetapi dilain pihak, biaya tersebut tidak
semuanya dapat diakui oleh pajak.
Sebagai cara untuk mengetahui
perbedaan ketentuan yang ada, maka,
dibuat lah suatu penelitian yang berjudul
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Di dalam bukunya, Belkaoui
mengatakan akuntansi sebagai suatu seni
pencatatan, pengklasifikasian, dan
pengikhtisaran dalam cara yang signifikan
dan satuan mata uang, transaksi dan
kejadian yang, paling tidak sebagian
diantaranya, memiliki sifat keuangan, dan
selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.
Banyak sudut pandangan yang
mendefinisikan arti dan peran akuntansi.
agar tidak menyimpang, maka dibentuklah
Standar Akuntansi Keuangan dimana
semua prinsip – prinsip akuntansi yang
berlaku umum terdapat didalam nya sebagai
sebuah acuan pencatatan suatu transaksi.
Sehingga disetiap kegiatan akuntansi selalu
berpedoman pada SAK ( Standar Akuntansi
Keuangan ) sebagai penentuan salah dan
benar di dalam akuntansi.
2.1.2 Laporan Keuangan
Di dalam SAK sendiri mengatur
berbagai bagian dari akuntansi seperti
laporan keuangan yang menggambarkan
dampak keuangan dari transaksi dan
peristiwa lain yang diklarifikasikan dalam
beberapa kelompok besar menurut
karakteristik ekonominya. Kelompok besar
yang dimaksud adalah unsur – unsur yang
terdapat dalam laporan keuangan yang
berkaitan langsung dengan pengukuran
posisi keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan
ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan
dengan pengukuran kinerja dalam laporan
laba rugi adalah penghasilan dan beban.
2.1.2.1 Pengguna Laporan Keuangan
Laporan keuangan tidak hanya ditujukan
kepada pihak internal perusahaan saja,
tetapi juga disediakan bagi pihak lain,
seperti investor, karyawan, pelanggan, dan
pemerintah.
2.1.2.2 Penghasilan Menurut SAK
”Penghasilan (income) adalah
kenaikan manfaat ekonomi selama suatu
periode Akuntansi tertentu dalam bentuk
pemasukan atau penambahan aktiva atau
penurunan kewajiban yang mengakibatkan
kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari
kontribusi penanaman modal.”
2.1.2.3 Biaya dan Beban Menurut SAK
Secara umum biaya dan beban
sering diartikan sebagai kata – kata kembar
atau memiliki pengertian yang sama. Tetapi
didalam dunia akuntansi, dapat disimpulkan
bahwa beban merupakan biaya yang
terpakai. Secara umum dapat dimengerti
kita akan mengeluarkan beban ketika kita
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telah mengeluarkan biaya untuk melakukan
sesuatu.
2.1.2.4 Penyusutan Menurut SAK
Penyusutan adalah alokasi jumlah
suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang
masa manfaat yang diestimasi (PSAK 17).
Pengurangan nilai aset harus dilakukan
secara bertahap dan penyusutan dimulai
pada tahun pengeluaran asset tersebut. Ada
dua metode yang biasa dipakai dalam
penyusutan, yaitu metode garis lurus dan
metode saldo menurun.
2.1.3   Akuntansi Pajak
Akuntansi tidak dapat dipisahkan
dari kegiatan ekonomi kita dengan cara
mencatat pengeluaran dan pendapatan.
Karena dengan memiliki pencatatan yang
baik, maka akan mempermudah kita dalam
menghitung besarnya  pajak yang harus kita
bayar kepada negara sebagai suatu iuran
juga menjadi terstruktur dan tepat sasaran.
2.1.4  Pajak
Pajak merupakan salah satu wujud
kepedulian masyarakat terhadap
pembiayaan dan pembangunan negara dan
alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan
untuk mendapatkan penerimaan, baik yang
bersifat langsung maupun tidak langsung
dari masyarakat, guna membiayai
pengeluaran rutin serta pembangunan sosial
dan ekonomi masyarakat.
2.1.4.1 Fungsi Pajak
Fungsi Budgetair (Pendanaan) yaitu pajak
sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya,
yaitu pajak  dimanfaatkan sebagai
instrument pengumpul dana guna
membiayai pengeluaran – pengeluaran
pemerintah. Yang kedua adalah Fungsi
Regulair (Mengatur) yaitu pajak sebagai
alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang
sosial ekonomi.
2.1.4.2 Pajak yang Ditanggung
Perusahaan
Perusahaan merupakan subjek
pajak badan yang memiliki tanggung jawab
untuk membayar pajak sesuai dengan
aturan dan ketentuan yang berlaku.
Saat dimulainya kewajiban
perusahaan membayar pajak adalah pada
saat perusahaan tersebut didirikan, atau
bertempat kedudukan di Indonesia.
Sedangkan saat berakhirnya status subjek
pajak perusahaan yaitu ketika perusahaan
tersebut dibubarkan dan dilikuidasi atau
tidak lagi bertempat kedudukan di
Indonesia.
2.1.5 Pajak Penghasilan Badan
Bukan hanya satu, melainkan
beberapa pajak penghasilan yang harus
dilaksanakan wajib pajak yang berbentuk
badan usaha ini, diantaranya PPh Pasal 15,
PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23,
PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26,
dan PPh Pasal 4 (2). Besarnya PPh yang




meniadakan perbedaan antara laporan
keuangan komersial yang berdasar pada
SAK dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Sehingga
mengakibatkan munculnya koreksi atau
penyesuaian fiskal, baik koreksi fiskal
positif, maupun koreksi fiskal negatif.
2.1.5.2 Pembukuan sebagai Dasar
Penghitungan Pajak
Dasar yang dapat digunakan untuk
memperoleh besaran laba kena pajak
(penghasilan kena pajak) adalah dengan
cara penghasilan bruto dikurangi dengan
biaya dan beban, cara demikian ini tidak
lain adalah pembukuan.
Dalam pembukuan ini informasi
yang terpenting untuk menghitung PPh
yang terutang yaitu penghasilan dan biaya.
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2.1.5.3 Klasifikasi Penghasilan
Penghasilan di dalam perpajakan
dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu
:
a. Penghasilan, Obyek Pajak Penghasilan
b. Penghasilan, bukan Obyek Pajak
Penghasilan.
c . Penghasilan Kena Pajak bersifat Final
dan secara khusus
2.1.5.4  Klasifikasi Biaya
Pengeluaran - pengeluaran
perusahaan dibagi menjadi  dua yaitu biaya
yang diperkenankan mengurangi
penghasilan bruto (Deductible Expenses)





kelompok bangunan dan bukan bangunan.
Kelompok bukan bangunan dibagi menjadi
4 bagian lagi yang memiliki masa manfaat
yang berbeda – beda.
Kelompok 1 dengan masa manfaat
4 tahun dengan tarif Garis Lurus sebesar
25%, dan saldo menurun 50%.
Kelompok 2 dengan masa manfaat
8 tahun dengan tarif Garis Lurus sebesar
12,5%, dan saldo menurun 25%.
Kelompok 3 dengan masa manfaat
16 tahun dengan tarif Garis Lurus sebesar
6,25%, dan saldo menurun 12,5%.
Kelompok 4 dengan masa manfaat
20 tahun dengan tarif Garis Lurus sebesar
5%, dan saldo menurun 10%.
2.1.5.6 Timbulnya Koreksi Fiskal
Perbedaan pengakuan penghasilan dan
biaya yang terjadi antara keuangan
komersial dan fiskal menimbulkan adanya
perbedaan dalam perhitungan besarnya
penghasilan kena pajak yang berdasar
kepada laporan keuangan perusahaan.
Perbedaan yang timbul antara laporan
keuangan komersial dengan laporan
keuangan fiskal menyebabkan dua
perbedaan mendasar, yaitu perbedaan
waktu dan perbedaan tetap / permanen
2.1.5.7 Jenis Koreksi Fiskal
Hanya terdapat dua jenis koreksi fiskal
yang dilakukan terhadap laporan laba rugi
komersial perusahaan, yaitu koreksi fiskal
positif dan koreksi fiskal negatif.
Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi fiskal
yang menambah   besarnya laba kena pajak.
Koreksi Fiskal Negatif  adalah koreksi
fiskal yang mengurangi laba kena pajak.
Koreksi Fiskal Negatif diantaranya
2.1.5.8 Laporan Keuangan Fiskal
Setelah melakukan koreksi fiskal
berdasarkan laporan keuangan komersial,
kita dapat mengetahui laporan keuangan
fiskal yang berguna dalam pelaksanaan
pembayaran pajak.
2.1.5.9  Tarif Pajak Penghasilan Badan
Pajak penghasilan badan memiliki
tariff yang berlaku berdasarkan pada
Undang – Undang pajak penghasilan No.
36 Tahun 2008 Pasal 31 E
a. Omset ≤ 4,8 M =tarif 50% x 25% x PKP
b. Omset >4,8 M ≥50 M =
tarif 1. 50% x 25% x PKP
2. 25 % x PKP
c. Omset diatas = 50M = tarif 25% x PKP
2.2 Penelitian Sebelumnya
Penelitian sejenis telah banyak
dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti
penelitian yang dilakukan oleh Dewi
Yuniarti tahun 2008 yang mnghitung
besarnya pajak terutang yang harus dibayar
oleh perusahaan setelah dilakukannya
rekonsiliasi fiskal.
Setelah itu yang diteliti oleh Fahry Suriadi
tahun 2010 yang meneliti selisih kurang
bayar pada laporan setelah dilakukannya
rekonsiliasi fiskal. Dan yang terakhir
penelitian yang dilakukan oleh Gemilang
Tri Meidhasari tahun 2010 yang
menghitung pajak teutang dari laporan





Penelitian merupakan suatu proses
mencari sesuatu dengan sistematik dalam
waktu yang lama dengan menggunakan
metode ilmiah serta aturan yang berlaku.
Pendekatan Positivism / Kuantitatif sebagai
pendekatan yang menekankan pada
kombinasi antara logika deduktif dan
penggunaan alat – alat kuantitatif dalam
menginterpretasikan suatu fenomena secara
objektif. Pendekatan Alternative / Kualitatif
sebagai pendekatan yang menekankan pada
pemahaman yang bersifat kualitatif dan
mendalam tentang fenomena yang diteliti.
3.2 Objek / Subjek Penelitian
Pada penelitian ini yang menjadi
objek penelitian adalah PT Citra Karya
Sejati. Dan data yang akan digunakan
adalah  laporan  laba rugi komersial pada
perusahaan yang bergerak di bidang jasa
ini. Kemudian yang menjadi subjek




Ada dua jenis data yaitu data primer dan
data sekunder. Pengertian data primer dan
sekunder yaitu:
1. Data Primer
Data yang diperoleh langsung dari
perusahaan berupa data mentah yang perlu
diolah lagi,
a. Pengamatan ( Observasi )
Melakukan pengamatan sendiri
terhadap keadaan objek dan
melakukan pencatatan untuk
memperoleh data yang diperlukan
dalam penulisan.
b. Wawancara ( Interview )
Melakukan wawancara atau
bertanya langsung kepada pihak –
pihak yang berwenang di dalam
perusahaan.
2. Data Sekunder
Metode pengumpulan data sekunder
yang didapat yaitu dengan cara membaca
dan mempelajari buku – buku yang
mendukung penelitian, literatur yang
berupa majalah ilmiah, surat kabar, jurnal,
artikel, serta makalah.
3.4 Prosedur Pengumpulan Data
Menurut Cholid dan H. Abu
(2012,h.70) ada tiga teknik pengumpulan
data yaitu:
1. Teknik Observasi ( Pengamatan )
2. Teknik Kuesioner (Angket)
3. Teknik Wawancara ( Interview )
Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik interview
atau wawancara yang merupakan teknik
pengumpulan data dengan cara melakukan
tanya jawab secara langsung dengan pihak
– pihak yang terkait dengan permasalahan
penelitian dalam mempelajari dokumen –




Terdapat dua teknik analisis yaitu
data kuantitatif yang merupakan data yang
diukur dalam suatu skala numerik (angka).
Dan data kualitatif yang merupakan adalah
data yang tidak dapat diukur dalam skala
numerik.
4. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Tentang PT. Citra
Karya Sejati
4.1.1 Sejarah Perusahaan
PT. Citra Karya Sejati Palembang
pada awal berdirinya pada tanggal 10
Januari 2011 adalah perusahaan yang
bergerak dibidang jasa penyediaan tenaga
kerja yang merupakan cabang/ pindahan
kantor terdahulunya yang berada di kota
Lampung. PT Citra Karya Sejati yang
merupakan penyalur Tenaga Kerja
Indonesia (TKI), selama lebih kurang lima
tahun ini telah menyalurkan tenaga kerja di
empat negara yang memiliki ikatan
kerjasama, yakni Singapura, Malaysia,
Brunei Darusalam, dan Hongkong.
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4.1.1.1 Struktur Organisasi PT. Citra
Karya Sejati
-. Dir. Utama: Noor Indrawan Kesuma
-. Dir. Pemasaran: Imelda Indrawaty K.
-. Dir. Operasional: Merry
-. Kom. Utama: Irene Indrawaty Kesuma
-. Komisaris : Hendri Kwee
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan
Visi Perusahaan:
Menjadi penyalur Tenaga Kerja Indonesia
yang   dapat dipercaya
Misi Perusahaan :
Mencari Agency diberbagai negara untuk
memperluas pemasaran Tenaga Kerja
Indonesia.
4.2 Hasil Penelitian
Peredaran pada PT. Citra Karya
Sejati berasal dari pendapatan operasional
perusahaan yang melebihi Rp
4.800.000.000 sehingga menggunakan tarif
pada UU PPh Pasal 31E dengan tarif ganda.
Setelah dihitung, besarnya nilai yang telah
dibayar oleh perusahaan untuk membayar
pajak terutang tahun 2011 adalah Rp
177.071.800.
4.3 Pembahasan
Berdasarkan laporan laba rugi
diatas, maka terdapat biaya – biaya dan
pendapatan yang tidak sesuai dengan
ketentuan perpajakan, sehingga dibutuhkan
penyesuaian dengan melakukan koreksi
fiskal. Berikut adalah hasil rekonsiliasi
fiskal yang dilakukan atas Laporan Laba
Rugi PT. Citra Karya Sejati :
A. Biaya PP92  / Bebas Fiskal
PP92 merupakan Peraturan
Pemerintah No. 92 yang mengatur tentang
tarif atas jenis penerimaan negara bukan
pajak yang berlaku pada departemen tenaga
kerja dan transmigrasi. Berdasarkan UU
PPh Pasal 6 ayat a.9, yang boleh
dikurangkan adalah biaya pajak.
Sehingga biaya PP92 yang bukan
atau bebas pajak harus dikoreksi fiskal
positif sebesar Rp 48.174.150,00.
B. Biaya Donasi
Biaya donasi yang terdapat pada
perusahaan merupakan biaya sumbangan
yang diberikan kepada pihak lain. Tetapi,
biaya sumbangan yang boleh dibebankan
adalah biaya sumbangan bagi bencana alam
nasional dan atau yang telah ditetapkan
oleh pemerintah sesuai dengan Undang-
Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun
2008 pasal 6 huruf i sampai.
Sehingga biaya donasi sebesar Rp
565.000,00 harus dikoreksi fiskal positif
karena tidak dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto .
C. Biaya Security Bandara
Biaya dapat diakui jika Wajib Pajak
dapat membuktikan bahwa biaya tersebut
telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan
benar ada hubungannya dengan kegiatan
perusahaan untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan perusahaan
(materiil), dengan melampirkan pada SPT
daftar nominatif yang berisi nama, tempat
atau alamat, jenis, dan jumlah entertainment
yang telah diberikan, nama, posisi, nama
perusahaan, jenis usaha relasi yang
menerima.
Sedangkan biaya security bandara
diberikan secara pribadi kepada security
yang bertugas maka tidak boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto.
Sehingga biaya security bandara harus
dilakukan koreksi fiskal positif sebesar  Rp
2.405.000,00
D. Biaya Kp3 Batam
Biaya KP3 adalah biaya yang
diberikan pada Kesatuan Pelaksana
Pengamanan Pelabuhan (KP3) yang berada
di Batam. Biaya ini juga termasuk
pemberian secara pribadi kepada pekerja
KP3 yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan keformalannya dan
tidak memiliki daftar nominatif.
Sesuai dengan tidak adanya
keresmian atas biaya tersebut, maka biaya
KP3 harus dikoreksi fiskal positif sebesar
Rp 1.120.000
E. Biaya Runner TKI
Biaya Runner TKI yang diakui
pada perusahaan merupakan biaya yang
dikeluarkan sebagai biaya tips guna
memperlancar jalannya pengiriman TKI
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keluar negeri. Biaya ini juga tidak dapat
dipertanggungjawabkan formalitasnya.
Sehingga biaya ini harus dilakukan
koreksi fiskal positif sebesar Rp 36.565.000
karena tidak dapat mengurangi penghasilan
bruto
F. Biaya BP3TKI Pekanbaru
Biaya Balai Pelayanan Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BP3TKI) juga merupakan biaya untuk
memperlancar jalannya usaha yang mana
diberikan secara pribadi dan pastinya tidak
dapat dimasukkan pada daftar nominatif.
Sehingga pada biaya BP3TKI ini
harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp
200.000.
G. Biaya Perjalanan Dinas
Didalam perjalanan dinas, sesuai
dengan UU PPh Pasal 6 a.1, biaya ini dapat
diakui jika ada bukti formal yang
mendukung nya. Tetapi didalam biaya
perjalanan dinas pada perusahaan sebesar
Rp 84.809.950,00
terdapat biaya sebesar Rp 10.580.000 yang
tidak didukung bukti.
Sehingga biaya yang tidak
memiliki bukti tersebut harus dilakukan
koreksi fiskal positif sebesar Rp
10.580.000.
H. Biaya Entertainment
Sesuai dengan ketentuan , biaya
entertain merupakan biaya yang tidak dapat
diakui keberadaan nya kecuali : Wajib
Pajak dapat membuktikan bahwa biaya
tersebut telah benar-benar dikeluarkan
(formal) dan benar ada hubungannya
dengan kegiatan perusahaan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan perusahaan (materiil), dengan
melampirkan pada SPT daftar nominatif
yang berisi nama, tempat atau alamat, jenis,
dan jumlah entertainment yang telah
diberikan, nama, posisi, nama perusahaan,
jenis usaha relasi yang menerima
entertainment.
Sedangkan biaya entertain
perusahaan tidak memiliki daftar nominatif
yang dapat diakui secara formal. Maka dari
itu, biaya entertain sebesar Rp 145.002.919
harus dikoreksi fiskal positif.
I. Biaya Pemeliharaan Kendaraan
Kendaraan yang dimiliki
perusahaan memang diperuntukkan bagi
kendaraan dinas perusahaan, tetapi
kendaraan tersebut dibawa pulang oleh
pegawai yang memang bertanggung jawab
atas kendaraan tersebut karena kendaraan
dikantor tidak memungkinkan untuk
diletakkan penuh waktu.
Sehingga di dalam ketentuannya,
pemeliharaan kendaraan sebesar
Rp27.774.760 hanya dapat ditanggung 50%
dari nilai biaya pemeliharaan kendaraan
tersebut, yakni sebesar Rp 13.887.380
J. Biaya Ak. Penyusutan Bangunan
Bangunan perusahaan didapat pada
tahun 1997 yang memiliki nilai
perolehan bangunan sebesar Rp
980.000.000. Besarnya nilai penyusutan
yang diakui perusahaan adalah sebesar 4%
dengan masa manfaat yang digunakan bagi
bangunan tersebut selama 25 tahun, yaitu
Rp 39.200.000
Sedangkan berdasar pada metode
garis lurus yang harus digunakan di dalam
perpajakan bagi kelompok bangunan,
dengan tarif penyusutan adalah sebesar 5%
per tahunnya dengan masa manfaat 20
tahun untuk kategori bangunan permanen.
Besarnya penyusutan tahun ini berdasarkan
perpajakan adalah : Rp 980.000.000 x 5% =
Rp 49.000.000. Sehingga ada selisih
sebesar Rp 9.800.000 yang harus dilakukan
koreksi fiskal negatif.
K. Biaya Ak. Penyusutan Peralatan
Demi kepentingan perpajakan,
maka perusahaan ingin menyesuaikan
penyusutan sesuai dengan peratutan
perpajakan. Tetapi pada tabe dibawah, akan
dijelaskan bahwa satu aktiva tetap yang
tidak sesuai dengan peraturan perpajakan,
yaitu mesin fotokopi yang seharusnya
masuk pada kelompok 1, tetapi perusahaan
mengelompokkannya sebagai aktiva yang
masuk pada kelompok 2 berdasarkan
Peraturan Menteri keuangan No.
96/PMK.03/2009 tentang jenis – jenis harta
yang termasuk dalam kelompok harta
berwujud bukan bangunan.
*Mesin Fotocopy merupakan aktiva
berwujud kelompok 1 yang memiliki tarif
sebesar 25%, sehingga dari nilai perolehan
sebesar Rp 24.750.000, didapatlah nilai
akumulasi penyusutan sebesar Rp
6.187.500 per tahunnya.
L. Biaya Pajak Perusahaan
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Biaya pajak perusahaan ini
merupakan pajak penghasilan pasal 25
perusahaan dan harus dikeluarkan dari
laporan laba rugi karena akan
diperhitungkan sebagai kredit pajak.
Ketentuan ini berdasar pada UU PPH Pasal
6 a.9 yaitu pengeluaran yang dapat
mengurangi penghasilan bruto kecuali
pajak penghasilan. Sehingga biaya pajak
perusahaan sebesar Rp 8,543,094.00 akan
dikoreksi fiskal positif.
M. Biaya Rumah Tangga Owner
Di dalam ketentuan UU PPh No. 36
tahun 2008 Pasal 9 ayat 2 yaitu pengeluaran
/ beban yang tidak dapat dikurangkan dari
penghasilan, ditetapkan bahwa biaya yang
dibebankan atau dikeluarkan untuk
kepentingan pribadi pemegang saham,
sekutu, atau anggota. Sehingga
biaya rumah tangga owner sebesar Rp
136.332.729 harus dikoreksi positif.
N. Pendapatan Bunga Bank
Pendapatan bunga bank merupakan
peghasilan yang bersifat final
sesuai dengan UU PPh Pasal 4 ayat 2, yang
artinya tidak dapat dikurangi lagi dalam
pembebanan biaya. Sehingga pendapatan
bunga bank sebesar Rp 2.968.959 dilakukan
koreksi fiskal negatif karena telah
dikenakan PPh Final.
O. Pendapatan Lain - Lain
Pendapatan ini tidak memiliki
rincian yang dapat dipertanggungjawabkan,
sehingga bukan merupakan objek pajak
penghasilan. Sehingga nilai nya harus
dikoreksi sebesar Rp 372.297.205
P. Biaya ADM Bank
Biaya administrasi bank sama
dengan biaya dan pendapatan lain yang
berkaitan dengan bank. Karena semua yang
berkaitan dengan bank telah dipotong PPh
final oleh pihak bank dan tidak boleh
dibebankan lagi dalam biaya pajak
perusahaan.
Sehingga biaya administrasi bank
pun harus dikoreksi fiskal positif sebesar
Rp 2.832.130,00
Q. Biaya Uang Jajan TKI
Uang jajan TKI merupakan biaya
tambahan yang dikeluarkan perusahaan,
untuk dibagikan kepada TKI bukan berupa
uang, melainkan berupa makanan. Sesuai
dengan Pasal 9 ayat 5. Penggantian atau
imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa yang diberikan dalam bentuk natura
dan kenikmatan tidak dapat dikurangkan
dari pajak penghasilan.
Sehingga biaya ini harus dilakukan
koreksi sebesar Rp 2.220.000.
R. Biaya Lain-Lain
Biaya lain – lain yang terdapat pada
perusahaan tidak memilki rincian secara
formal, jadi  tidak dapat diakui nilainya.
Sehingga besarnya biaya lain – lain pada
berusahaan sebesar Rp 344,827,055
dilakukan koreksi fiskal
S. Biaya Bunga Pinjaman Bank
Biaya bunga pinjaman bank
berdasarkan bahwa penghasilan bunga bank
telah dikenakan PPh secara final sesuai
dengn PP No. 131 tahun 2000. Sementara
itu PP No. 138 tahun 2000 mengatur bahwa
biaya untuk mendapatkan penghasilan  final
tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.
Disisi lain, bunga pinjaman ini merupakan
hasil pinjaman atas nama pribadi.
Sehingga biaya bunga pinjaman bank harus
dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp
97.733.194,00
Sesuai dengan perhitungan PPh
terutang setelah koreksi fiskal, maka pajak
yang terutang adalah Rp 244.870.700,
tetapi karena PPh terutang yang dihitung
oleh perusahaan sebelum dilakukannya
koreksi fiskal pada tahun 2011 yang telah
dibayar adalah sebesar Rp 177.071.800,
maka besarnya PPh Pasal 29 yang kurang
bayar adalah Rp 67.798.900.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan penulis terhadap laporan
keuangan PT Citra Karya Sejati, maka
penulis menarik kesimpulan:
Rekonsiliasi laporan laba rugi yang disusun
bagi perusahaan sebagai penyesuaian atas
perbedaan pengakuan antara Standar
Akuntansi Keuangan dan perpajakan, telah
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Perpajakan, kemudian memberikan
pengaruh kenaikan yang signifikan
terhadap laba/rugi sebelum pajak
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perusahaan atau yang disebut juga
Penghasilan Kena Pajak, dan Dengan
adanya pengaruh kenaikan atas laba rugi
perusahaan atau Penghasilan Kena Pajak
maka nilainya berpengaruh pada
perhitungan atas pajak terutang perusahaan.
Dimana setelah dilakukan
perhitungan atas Pajak Penghasilan
Terutang Komersial dan Fiskal perusahaan,
timbul selisih atas Pajak Penghasilan
Terutang Perusahaan. Selisih pajak terutang
atas perusahaan sebesar Rp 67.798.917
menjadi sebuah biaya yang kurang bayar.
5.2 Saran
Agar perusahaan bisa melakukan
perencanaan dan penghitungan pajak yang
lebih baik dan hati – hati terutama pada
biaya-biaya yang mempengaruhi  pada
perhitungan laba kena pajak penghasilan.
Kemudian Untuk aktiva tetap ada baiknya
metode/persentase penyusutan, umur
ekonomis dari aktiva tetap tersebut
disesuaikan dengan kelompok aktiva tetap
dalam UU Perpajakan, utnuk menghindari
terjadinya koreksi atas biaya penyusutan
aktiva tetap.
Dan yang terakhir adalah Perusahaan
sebaiknya selalu mengikuti perkembangan
peraturan perpajakan di Indonesia baik
melalui surat edaran yang diterbitkan oleh
DJP, berita dan artikel yang berhubungan
dengan pajak agar tidak terjadi kesalahan
dalam menentukan jumlah pajak yang
terhutang.
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